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PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

NOMOR 10 TAHUN 2005 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN 

KA3SUPATEN BONE BOLANGO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG WAHA ESA 

Menimbang : 2. 

b. 

Mengingat An 

2. 

BUPATI BONE BOLANGO, 

bahwa untuk melaksanzkar ketentuan Pasal 128 ayat (1) 

Undang-Unda:rig Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan 

faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan 

Pemerirta»: 1 

bahwa berdasarkari pertimbangan sebagaimana dimaksud 

paaa huruf a, periu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Pembentukan Organisasi uan Tata Kerja Dinas Pertanian, 

Perkebunan dan Ketahanan Fangar, Kabupaten Bone Bolango: 

Unaang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Neaara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 55, Tambahan 

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 

Lembaran Negara Republik 

Undang-Lndang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 

Republik 1998 Nomor 69, Tambahan 

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3890): 

Indonesia Tahun 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
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Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan I.embaran Negara Repuslik Indonesia 

Nomor 3351): 

Undang-Urdang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gecrontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4060): 

Undang-Undarig Nomor € Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bone Bolangs dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 26, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4269): 

Undang-Unuang Nomor 10 Tahun Z004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (I.embaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomior 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389): 

Undang-Undang Nomor 352 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diuhah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 

(Lembaran N:gara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Ncmor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomur 4493): 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangasi anrara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang 

Kewenur.gan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai 

Daerah Otonorm (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nordar 45, Taranahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Norr.or 3952): 

Peraturan Pemisrintati Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman 

Organ:sasi Perangkat Laerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tal'in 2903 Nomor 14, Taimbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomer 4262): 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

Menetapkan 

dan 

BUPATI BONE BOLANSO 

MEMUTUSKAN: 

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG 

PEMBENTUKAN ORSANISASI PAN TATA KERJA DINAS 

PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN 

KAS'JPATEN BONE BOLANGO 

BAB | 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang d'imaksud dengan : 

1 

2, 

Daarah adalah Daerah Otonvim Kabupaten Bone Bolango. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Bone Bolanyo. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD 

adalah Lemoaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone 

Bolanac. 

Pemerintahan Doerah adalah penyelenggaraan urusan 

Pemerintahari oteh Femer'ntah Daerah dan DPRD menurut 

asas otonomi dan tugas rembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

Kepala Daerah adalah Bupat' Bone Bolango. 

Sekretaris Daerah adalah Serretaris Daerah Kabupaten Bone 

Bolango. 
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7. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke 

Daerali menurut peraturan perundang-undangan 

8. Dinas adalah Dinas Fertanian, Perkebunan dan Ketar.anan 

Pangan Kabupatan Bena Bolango. 

9. Kepals Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango. 

BAB II 

SEDUDIKAN TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal z 

Dinas merupakan unsur pelaksana otonumi daerah yang dipimpin 

oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Daerali melalu. Sekretaris Daerah. 

Pasal 3 

Dinas memnunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi 

daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. 

Pasal 4 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 3 diatas Dinas mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai cengan lingkup kerjanya: 

b. Pemberian perizinan dan peraksanaan pelayanan umum: Jan 

c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam 

lingkup kerjanya. 

BAB III 

CRGANISASI 

Pasal 5 

(1) Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 

terdiri atas : 

a. Kepala Dinas: 

b. Bagian Tata Usaha. 

c. Bidang Tanarnan Pangan dan Hottikultura. 

d. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan: 

e. Bidang Perkebunan dan Agribisnis: 
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f. Unit Pelaksana Teknis Dinas: dan 

9g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(3) Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan 

Pangan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah 

ini . 

Pasal 6 

Bagian Tata Usaha terdiri atas : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepngawaian: aan 

b. Sub Bagian Program dan Keuangan. 

Pasal 7 

Bidang Tanarian Pangan dan HottikuItura 

a. Seksi Bira Tanaman Pangan, dan 

b. Seksi Bina Holtiku!tura. 

Fasal 8 

Bidang Ketahanan Pangan dan Penyu:uhan terdiri atas : 

a. Seksi Ketaharan Pangan: dan 

b. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan. 

Pasal 9 

Bidang Perkebunan dan Agribisnis terdiri atas : 

3. Seksi Bina Tanaman Pangar: dan 

c. Seksi Agribisnis. 

Pasal 10 

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Bscian Tata Usaha, Bidang - 

bidang. Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah : 

Pasal 11 

(1) Pada organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit 

Pelaksana Teknis Dinas. 

(2 Pembentukan Unit Pelaksana Texnis Dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan 

memenuhi kriteria serta Peraturan perundang-tindanyan yang 

berlaku. 
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(3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan tersendiri 

dengan Peraturan Caerah. 

Pasal 1? 

(1) Pada organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil 

dalam keloniock yabatan Fungsional. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

Pasal 13 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dirias. 

(2) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub- 

sub kelompok sesuai kebutuhan. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsi»nal ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan 

beban kerja. 

(4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesua' 

dengan Peraturan perundanyg-undangan yang berlaku. 

BAB IV 

TATA KERJA 

Pasal 14 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis 

Dinas dan Keiompok Jabatan ungsional wajib menyelenggarakan 

koordinasi, intesrasi dan sinkronisasi ba'k dalam lingkungan 

masing-masing mapun antar satuan organisasi sesuai tugas 

masing-masing: 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas 

bertangguny jawan kepada Kepala Dinas secara berjenjang: 

(3) Setiap pirnpinan satuan organisasi dalam iingkungan Dinas 

berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan 

pekerjaan unsur -unsur pembantu pelaksana yang berada dalam 

lingkungan kerjanya. 
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(4) Dariam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan 

koordirasi secara funos.ional dergan baik: 

Pasal 15 

(1) Kepala Dinas melaksanakan tuyasriya berdasarkan kebijaksanaan 

yang ditetapkan oleh Bupati: 

(2) Kepala Dinas berkewajiban inemberilkan petunjuk, membina dan 

mernbimbing serta mengawasi pekerjaan unsur - unsur pembantu 

dan pelaksana dilinykungan Dinas: 

BAB V 

KEPEGAWAIAN 

Pasai 16 

(1 Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas 

usu' Sekretaris Daera': 

(2) Pejabat-peiabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan 

diberhentikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan: 

(3) Jenjang jahatzn dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur 

sesuai dengan Peraturan perundany-ur.dangan yang berlaku: 

BAB VI 

PEMB'!AYAAN 

Pasal 17 

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Bone Bolango berdasarkari Peraturan perundang-undangan yang 

beriaku: 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasai 18 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Keputusan Bupati Bone 

Bolango Nomor 2 Tahun 2003 tentany Pembentukan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas-dinas Daerah ai lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bone Bolango dinyatakan tidak beriaku lagi. 
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Pasal 19 

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan 

Daerah ini akan diatur dengan Peraturan dan / atau Keputusan Kepala 

Daerah. 

Pasal 20 

Peraturan Daeran ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juii 2005 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 

Peraturan Daerah in: deriyan menempatkannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Bone Bolanyo 

Ditetapkan, di Suwawa 

. pada tanggal 18 Juli 2005 

3. PI.BWPATI BONE BOLANGG 
date f. 

2 Ip MN 
ma sla , Reg 

"BD S3 

Ls
 

ae ag 
“BGNNY M.M OINTU 

PE “Ws 

/ N 
Piundangkan di Suw.awa 

Ppan tang 18 Juli 200F. 
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Papa. HAIRAN S. AM Sin : 1 

Gg 

PN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EONF BOLANGO TAH'!JN 2005 NOMOR 10 SERID 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

NOMO2 10 TAHUN 2005 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN 

BONE BOLANGO 

|. UMUM 

Bahwa sisteri pemerintahan Neyara Kesatiian Republik Indonesia menurut 

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomcr 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, memberikan  keleluasean kepada Daerah untuk 

menyelenggarakan Otonomi Nasrah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip 

Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan 

memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerali, seningga dalam menghadapi 

perkembarigan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam 

menyelenggarakari Otonom Daerah harus didukung dengan kewenangan yang 

luas,nyata, dar bertangaung jawab secara nrofesisnal yang diwujudkan dengan 

pengaturan dan pembagian Nimber Caya dan Potensi yarg ada. 

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatti" dalam Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan 

lainnya, maka Daerah Otonom Kabupaten Bore Bolango dalam membentuk Dinas 

Pertanian, Perkebunan dan, Ketahanan Pangan sekagai unsur pelaksana otonomi 

daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas 

penyelenggaraan Pemerintahan,adminiistrasi, organisasi dan tata laksana. 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah miaka susunan Organisasi perangkat 

daerah ditetapkan aalan Peraturan Daerah dercan memperhatikan faktor-faktor 

tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan 

pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yany dielaborasi diatas, maka 

Pemerintahan Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Bone Bolango: 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasai 

Pasal 

4 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

10 

Cukup 

11 

Cukup 

12 

Cukup 

13 

Cukup 

14 

Cukup 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 
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La 

Pasa! 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

aa 

Pasal 

Pasal 

aa 

15 

Cukup jelas. 

16 

Cukup ielas. 

17 

Cukup jelas. 

18 

Cukup jelas. 

19 

Cukup jelas. 

20 

Cukup jelas. 
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STRUKTUR ORGANISASI LAN TATA KERJA 

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN 

KABUPATEN BONE BOLANGO 

KEPALA DINAS 

| Kelompok Jabatan Pe TA 
p fungsional | Bagian Tata Usaha | 

| Ll —— 
sman Besa 

—.—0 - | 
| 

| Sub Bagian Umum Sub Bagian Program | 
| dan Kepegawaian gan Keuangan 

Bidang Tanaman ' " “Bidang Ketahanan | | .. & —1 
| Pangan dan | Pangan dan | AAN sa | 

Holtikultura |... Penyuluhan | 8 
Oa Ta | — kes 

| Seksi Bina eneng Tanaman | |. Seksi Ketaharian | Seksi Rina Tanaman 
| Pangan | Pangan Pangan 
Jin evertamnea ———— kn — —— — fm 2 

PA an Pa — 
| | Seksi Bina | Seksi Penyuluhan | | Sa Pa 

| Holtikultura | dan Kelembagaan | Ml ti       
  

“oa Pi BUPATI BONE BOLANGO 
PN 

(3 BONNY M. M OINTU 
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